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PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian
yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pengaruh GATS terhadap pengaturan sektor ketenagakerjaan
di Indonesia adalah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan tujuan-
tujuan GATS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Annex IB General
Agreement on Trade in Services. Selain itu, dalam hal pengaturan sektor
ketenagakerjaan di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang
dijalankan GATS vyaitu liberalisasi dan perdagangan bebas. Kedua prinsip
tersebut bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia di
dalam Pancasila, yaitu prinsip sosialisme Pancasila.

Liberalisasi serta perdagangan bebas dalam sektor perdagangan jasa
khususnya terkait dengan persoalan ketenagakerjaan tentu akan menimbulkan
persoalan-persoalan baru dalam bidang ketenagakerjaan. Persaingan yang
semakin kompetitif dikarenakan persaingan tidak hanya terjadi antara tenaga
kerja lokal saja, tetapi juga dengan tenaga kerja asing. Rendahnya tingkat

keterampilan (skill) tenaga kerja lokal akan semakin mempersulit akes untuk
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memasuki pasar tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri yang
terbatas akan semakin menambah angka pengangguran dikarenakan tidak
seimbangnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan
kerja yang terus bertambah. Oleh karena itu, pelaksanaan Hubungan Industrial
Pancasila diperlukan untuk melindungi tenaga kerja lokal di tengah pasar bebas

dan liberalisasi sektor ketenagakerjaan.

SARAN

1. Negara harus menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal
agar pengangguran yang ada di Indonesia dapat berkurang serta dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam
cita-cita pembangunan nasional.

2. Hubungan Industrial yang dilaksanakan di Indonesia harus berlandaskan
pada Hubungan Industrial Pancasila sebagai suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang didasarkan
atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari Pancasila dan UUD 1945,
agar dapat melindungi tenaga kerja Indonesia dalam sistem pasar bebas
serta mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja Indonesia.

3. Diperlukan pengaturan serta pengawasan dalam pelaksanaan terhadap
penggunaan tenaga kerja asing di dalam negeri, agar ketersediaan lapangan

kerja di dalam negeri dapat dimaksimalkan bagi tenaga kerja lokal tanpa
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harus menggunakan tenaga kerja asing sehingga dapat mengurangi angka
pengangguran di Indonesia.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan
dan pelatihan agar mampu bersaing dalaam menghadapi Masyarakat

Ekonomi ASEAN.
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